A. SOP PENDAFTARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BARU

LAMPIRAN

SK KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor SOP : 01/SOP-PND/BAPENDA /2022

Tanggal 1 25 Juli 2022

Pembuatan

Tanggal Revisi . 08 Agustus 2022

Tanggal Efektif . 30 September 2022

Disahkan oleh : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003

Nama SOP : Pendaftaran dan Penetapan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Baru

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanSistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintan Provinsi dan
Kabupaten/Kota

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah;

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

1.0Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah;
2.0Memiliki kemampuan menghitung pajak daerah untuk jenis pungutan
PKB dan BBNKB;

3.0Memiliki kemampuan mengolah data;

4.0Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;

5.0Memahami mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Keterkaitan:

Peralatan /Perlengkapan :

1. SOP Pembayaran

1. Kertas Kerja;

2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer/Laptop;
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pendaftaran dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru terlambat dilakukan maka
pembayaran pajak kendaraan bermotor akan tertunda

Disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana

No. Kegiatan Pei;::.f::an Wa:j ib Pelr’:lt;;‘%::an Petugas Korektor Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pajak . . Penetapan
dan Pendataan Kepolisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Menyerahkan formulir D a. Formulir Permohonan 5 Menit Formulir SPPKB Formulir SPPKB
SPPKB kosong kepada b. Identitas Wajib Pajak/Surat Kuasa sudah terisi
Wajib Pajak c. Bukti Kepemilikan yang Sah/Faktur
Kendaraan
d. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
e. Sertifikat Nomor Identifikasi
Kendaraan
f. Hasil Cek Fisik
2 |Menerima dan mengisi Kelengkapan berkas yang 3 Menit |Berkas lengkap dan Berkas sudah
formulir SPPKB, dipersyaratkan SPPKB lengkap
menyerahkan formulir |4
SPPKB dan kelengkapan |_‘
berkas kepada Petugas
Pendaftaran dan Pendataan
3 [Menerima formulir SPPKB Tidak Kelengkapan berkas yang 3 Menit Berkas lengkap dan Berkas sudah
dari Wajib Pajak dan v Lengkap dipersyaratkan SPPKB lengkap
memeriksa kelengkapan <
berkas yang dipersyaratkan.
Jika sudah lengkap maka
berkas formulir SPPKB
diserahkan kepada Petugas
Pendaftaran Kepolisian. Jika
tidak lengkap maka formulir
SPPKB dikembalikan
kepada Wajib Pajak untuk
dilengkapi
Lengkap
4 |Melakukan entry data dan Kelengkapan berkas yang S Menit [Data hasil entry Data sudah
menyerahkan data kepada dipersyaratkan dientry

Petugas Penetapan




No.

Kegiatan

Pelaksana

Petugas
Pendaftaran
dan Pendataan

Wajib
Pajak

Petugas
Pendaftaran
Kepolisian

Petugas
Penetapan

Korektor

Persyaratan/Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

3

5

10

11

a1 =

Melakukan pengecekan
terhadap urutan
kepemilikan pajak
progressive dan menerbitkan
Nota Perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor

Aﬁl

Setuju

Data hasil entry

5 Menit

Nota Perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor

NPPKB sudah
selesai

Meneliti, mencocokan dan
menghitung Nota
Perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor.
Apabila setuju
membubuhkan paraf dan
menyerahkan Nota
Perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor kepada
Wajib Pajak. Apabila tidak
setuju maka Nota
Perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor
dikembalikan kepada
Petugas Penetapan.

Tidak Setuju

Nota Perhitungan Pajak Kendaraan
Bermotor

S Menit

Nota Perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor

NPPKB sudah
diparaf

Menerima Nota Perhitungan
Pajak Kendaraan Bermotor

Nota Perhitungan Pajak Kendaraan
Bermotor

2 Menit

Tanda Terima Nota
Perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor

WP menerima
NPPKB

KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003




LAMPIRAN
SK KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI PROVINSI BANTEN

A. SOP PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SATU TAHUN

Nomor SOP . _02/SOP-PND/BAPENDA /2022

Tanggal : 25 Juli 2022

Pembuatan

Tanggal Revisi : 08 Agustus 2022

Tanggal Efektif : 30 September 2022

Disahkan oleh : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003

Nama SOP : Pendaftaran dan Penetapan Pajak Kendaraan
Bermotor Satu Tahun

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 1.0Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanSistem Administrasi Manunggal Satu 2.0Memiliki kemampuan menghitung pajak daerah untuk jenis pungutan
Atap Kendaraan Bermotor PKB dan BBNKB;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di 3.0Memiliki kemampuan mengolah data;

Lingkungan Pemerintan Provinsi dan Kabupaten/Kota 4.0Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 5.0Memahami mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pembayaran 1. Kertas Kerja
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer/Laptop
4. Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila pendaftaran dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Satu Tahun terlambat dilakukan maka Disimpan sebagai data manual dan elektronik

pembayaran pajak kendaraan bermotor akan tertunda




Pelaksana

Petugas Petugas
No. Kegiatan Pendaftaran Wajib Pajak Pendaftaran Petugas Korektor Kasir Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Keterangan
dan Kepolisian Penetapan
Pendataan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 |Menyerahkan formulir @ a. Formulir Permohonan 5 Menit |Tanda terima Berkas
SPPKB kepada Wajib Pajak b. Identitas Wajib Pajak/Surat penyerahan SPPKB terpenuhi

Kuasa

c. STNK ;

d. BPKB;

e. Hasil Cek Fisik

2 |Menerima dokumen yang Kelengkapan berkas yang 3 Menit |Kelengkapan berkas |Berkas
dipersyaratkan dari WP. dipersyaratkan dan SPPKB yang dan SPPKB terpenuhi

telah di isi oleh Wajib Pajak.
A

3 |Memeriksa kelengkapan Tidak Berkas Pendaftaran Ulang dan 3 Menit |Berkas Pendaftaran Berkas
berkas, apabila tidak X Lengkap SPPKB. Ulang telah lengkap. |[terpenuhi
lengkap dikembalikan ke
Wajib Pajak.

4 |Menyerahkan berkas Lengkap Berkas Pendaftaran Ulang dan 3 Menit |Berkas Pendaftaran Berkas
Pendaftaran Ulang kepada SPPKB. Ulang, SPPKB dan terpenuhi
petugas pendaftaran pengenaan pajak
kepolisian. progresif.

5 [Melakukan verifikasi ke data 2 Berkas Pendaftaran Ulang dan 5 Menit |Nota Perhitungan PKB |Data
base kemudian SPPKB. terverifikasi
menyerahkan kepada
petugas penetapan

6 |Menerima berkas untuk a. Berkas Pendaftaran Ulang 5 Menit |Nota Perhitungan PKB |Berkas
melakukan pengecekan b. Nota Perhitungan Pajak penerbitaan
terhadap urutan Kendaraan Bermotor (NPPKB). NPPKB
kepemilikan dan terpenuhi
menerbitkan Nota
Perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor
(NPPKB) kemudian
menyerahkan berkas
Pendaftaran Ulang kepada
petugas korektor.

7 [Menelaah dengan teliti, Tidak Setuju v a. Berkas Pendaftaran Ulang 5 Menit |Nota Perhitungan PKB |NPPKB telah
mencocokan dan b. Nota Perhitungan Pajak diparaf
menghitung NPPKB apabila Kendaraan Bermotor (NPPKB).
setuju membubuhkan paraf, Setliju

apabila tidak setuju
dikembalikan kepada
petugas penetapan.




Pelaksana

Petugas Petugas
. i . . P . P Kelengk
No Kegiatan Pendaftaran Wajib Pajak Pendaftaran etugas Korektor Kasir ersyaratan/Kelengkapan Waktu Output Keterangan
dan Kepolisian Penetapan
Pendataan P
8 |Menyerahkan Nota a. Kelengkapan Berkas dan 2 Menit |SPPKB dan NPPKB Kasir
Perhitungan Pajak SPPKB menerima
Kendaraan Bermotor b. Nota Perhitungan Pajak NPPKB
kepada petugas kasir (j Kendaraan Bermotor
KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI BANTEN

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003




A. SOP PENDAFTARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR LIMA TAHUN

LAMPIRAN
SK KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor SOP . 03/SOP-PND/BAPENDA /2022

Tanggal : 25 Juli 2022

Pembuatan

Tanggal Revisi : 08 Agustus 2022

Tanggal Efektif . 30 September 2022

Disahkan oleh : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003

Nama SOP : Pendaftaran dan Penetapan Pajak Kendaraan
Bermotor Lima Tahun

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanSistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintan Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur.

1.0Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah;
2.0Memiliki kemampuan menghitung pajak daerah untuk jenis pungutan
PKB dan BBNKB;

3.0Memiliki kemampuan mengolah data;

4.0Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;

S5.0Memahami mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pembayaran

1. Kertas Kerja

2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer/Laptop
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pendaftaran dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahun terlambat dilakukan maka
pembayaran pajak kendaraan bermotor akan tertunda

Disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana

. Petugas Petugas
No. Kegiatan Pendaf{tgaran Wajib Pajak Pendaf%aran Petugas Korektor Kasir Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Keterangan
. . Penetapan
dan Pendataan Kepolisian

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12

1 |Menyerahkan formulir SPPKB C} a. Formulir Permohonan 5 Menit Tanda terima penyerahan Berkas terpenuhi
kepada Wajib Pajak b. Identitas Wajib Pajak / Surat Kuasa SPPKB

c. Hasil Cek Fisik Kendaraan

d. STNK ;

e. BPKB ;

f. Surat Keterangan Apabila BPKB Sedang
dijaminkan

g. Surat Keterangan Buka Blokir Apabila
STNK nya Terblokir

2 |Menerima formulir SPPKB Kelengkapan berkas yang dipersyaratkan 2 Menit Kelengkapan berkas dan Berkas terpenuhi
yang sudah terisi dari Wajib IJ:I dan SPPKB yang telah di isi oleh Wajib SPPKB
Pajak beserta kelengkapan L Pajak.
berkas yang dipersyaratkan. 4

3 |Memeriksa kelengkapan v Kelengkapan berkas dan SPPKB 3 Menit Berkas yang dipersyaratkan |Berkas terpenuhi
berkas, apabila tidak lengkap telah lengkap.
dikembalikan ke Wajib Pajak. Tidak

Lengkap

4 |Melakukan entry data sesuai Kelengkapan berkas dan SPPKB. 5 Menit SPPKB dan pengenaan pajak [Data terentry
dengan jenis permohonan dan 1 progresif.
memeriksa pengenaan pajak
progresif, kemudian
menyerahkan berkas kepada Lengkap
petugas penetapan.

5 |Melakukan perhitungan dan Kelengkapan berkas dan SPPKB 5 Menit Nota Perhitungan PKB NPPKB diterbitkan
penetapan besaran PKB dan
BBNKB, kemudian
membuatkan Nota
Perhitungan Pajak Kendaraan
Bermotor.

6 |Menyerahkan Nota a. Kelengkapan Berkas dan SPPKB 2 Menit SPPKB dan NPPKB NPPKB sudah
Perhitungan Pajak Kendaraan b. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan dikoreksi
Bermotor kepada petugas Bermotor
korektor

7 |Menelaah dengan teliti, Tidak Setuju a. Kelengkapan Berkas dan SPPKB 5 Menit SPPKB dan NPPKB NPPKB diparaf
mencocokan dan menghitung b. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan
Nota Perhitungan Pajak / \ Bermotor
Kendaraan Bermotor apabila
setuju membubuhkan paraf, Setul

etuju

apabila tidak setuju
dikembalikan kepada petugas
penetapan.




Pelaksana

. Petugas Petugas
No. Kegiatan Pendaftaran | Wajib Pajak Pendaftaran Petugas Korektor Kasir Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Keterangan
. . Penetapan
dan Pendataan Kepolisian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 |Menyerahkan berkas yang a. Kelengkapan Berkas dan SPPKB 2 Menit SPPKB dan NPPKB Kasir menerima

telah di teliti kepada petugas b. Nota Perhitungan PKB NPPKB

kasir/ pembayaran.

KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003




A. SOP PENDAFTARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MUTASI MASUK

LAMPIRAN
SK KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor SOP . 04/SOP-PND/BAPENDA/2022

Tanggal 1 25 Juli 2022

Pembuatan

Tanggal Revisi . 08 Agustus 2022

Tanggal Efektif . 30 September 2022

Disahkan oleh : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003

Nama SOP : Pendaftaran dan Penetapan Pajak Kendaraan
Bermotor Mutasi Masuk

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanSistem Administrasi Manunggal
Satu Atap Kendaraan Bermotor

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintan Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,;

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Banten Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur.

1.0Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah,;
2.0Memiliki kemampuan menghitung pajak daerah untuk jenis pungutan
PKB dan BBNKB;

3.0Memiliki kemampuan mengolah data;

4.0OMemiliki kemampuan mengoperasikan komputer;

5.0Memahami mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pembayaran

1. Kertas Kerja

2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer/Laptop
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pendaftaran dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor pada Mutasi Masuk terlambat
dilakukan maka pembayaran pajak kendaraan bermotor akan tertunda

Disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana

No. Kegiatan Peizt:f%::an ngib Petugas Korektor Kasir Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pajak Penetapan
dan Pendataan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 |Menyerahkan formulir SPPKB a. Formulir Permohonan 5 Menit |Tanda terima penyerahan SPPKB |Berkas terpenuhi
kepada Wajib Pajak b. Identitas Wajib Pajak

C} c. Hasil Cek Fisik
d. Surat Pengantar Kepolisian dari
Samsat Asal Kendaraan e.
Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah
f. Arsip Berkas STNK dan BPKB dari
Samsat Asal
g. Surat Pengganti STNK Sementara

2 |Menerima formulir SPPKB yang Kelengkapan berkas yang 2 Menit Kelengkapan berkas yang Berkas terpenuhi
sudah terisi dari Wajib Pajak dipersyaratkan dan SPPKB. dipersyaratkan telah sesuai.
beserta kelengkapan berkas yang
dipersyaratkan. ,

3 |Memeriksa kelengkapan berkas, Tidak Kelengkapan berkas dan SPPKB 3 Menit |Kelengkapan berkas yang Berkas terpenuhi
apabila tidak lengkap \ Lengkap dipersyaratkan telah lengkap.
dikembalikan ke Wajib Pajak.

4 |Melakukan entry data (Data Lengkap Kelengkapan berkas yang 5 Menit Kelengkapan dan SPPKB dan Data terentry
Kepemilikan) dan menyerahkan dipersyaratkan dan SPPKB. pengenaan pajak progresif.
berkas kepada petugas
penetapan.

5 |Menerima berkas untuk 3 Kelengkapan berkas yang 5 Menit Data perhitungan PKB dan Besaran PKB dan
melakukan pengecekan terhadap dipersyaratkan dan SPPKB. BBNKB. BBNKB sudah
urutan kepemilikan dan ditetapkan
melakukan perhitungan dan 4
penetapan besaran PKB dan
BBNKB.

6 |Membuat Nota Perhitungan Pajak Kelengkapan berkas yang 3 Menit Nota Perhitungan PKB. NPPKB sudah
Kendaraan Bermotor dan dipersyaratkan dan SPPKB. terkoreksi
menyerahkan kepada petugas
korektor. ’

7 |Menelaah dengan teliti, Tidak Setuu Kelengkapan berkas yang 3 Menit Nota Perhitungan PKB. NPPKB sudah
mencocokan dan menghitung dipersyaratkan dan SPPKB. diparaf
Nota Perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor apabila

setuju membubuhkan paraf,
apabila tidak setuju
dikembalikan kepada petugas
penetapan.

<

Setuju




Pelaksana

. Petugas ..
No. Kegiatan Pendaftaran Wg]lb Petugas Korektor Kasir Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pajak Penetapan
dan Pendataan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 |Menyerahkan berkas yang telah Kelengkapan berkas yang 2 Menit Berkas Lengkap, SPPKB, dan Kasir menerima
di teliti kepada petugas kasir/ dipersyaratkan dan SPPKB. NPPKB berkas
pembayaran.
KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI BANTEN

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003




A. SOP PENDAFTARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MUTASI KELUAR NON TUNGGAKAN

LAMPIRAN
SK KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor SOP : _05/SOP-PND/BAPENDA /2022

Tanggal : 25 Juli 2022

Pembuatan

Tanggal Revisi : 08 Agustus 2022

Tanggal Efektif . 30 September 2022

Disahkan oleh : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003

Nama SOP : Pendaftaran dan Penetapan Pajak Kendaraan
Bermotor Mutasi Keluar Non Tunggakan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanSistem Administrasi Manunggal
Satu Atap Kendaraan Bermotor

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintan Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Banten Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur.

1.0Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah;
2.0Memiliki kemampuan menghitung pajak daerah untuk jenis pungutan
PKB dan BBNKB;

3.0Memiliki kemampuan mengolah data;

4.0Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;

S5.0Memahami mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pembayaran

1. Kertas Kerja

2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer/Laptop
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pendaftaran dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Mutasi Keluar Non Tunggakan terlambat
dilakukan maka pembayaran pajak kendaraan bermotor akan tertunda

Disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana
No. Kegiatan Petugas Keterangan
Pendaftaran dan Wajib Pajak Petugas Fiskal | Kepala Seksi | Kepala UPT Persyaratan /Kelengkapan Waktu Output
Pendataan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Menyerahkan formulir a. Formulir Permohonan; 5 Menit Tanda terima Berkas terpenuhi
SPPKB kepada Wajib Pajak C} b. Identitas Wajib Pajak/Surat penyerahan SPPKB
Kuasa;
c. Akte Perubahan Alamat
(Bagi Badan Hukum);
d. BPKB dan STNK
e. Tanda Bukti Bayar PNBP
(Ranmor Keluar Wilayah);
f. Hasil Cek Fisik;
2 Menerima formulir SPPKB Kelengkapan berkas yang 2 Menit Kelengkapan berkas |Berkas terpenuhi
yang sudah terisi dari Wajib dipersyaratkan dan SPPKB dan SPPKB.
Pajak beserta kelengkapan yang telah di isi oleh Wajib
berkas yang dipersyaratkan. . Pajak.
Memeriksa kelengkapan Tidak Lengkap Kelengkapan berkas dan 3 Menit Berkas yang Berkas terpenuhi
berkas, apabila tidak \ SPPKB dipersyaratkan telah
lengkap dikembalikan ke lengkap.
Wajib Pajak.
4 Melakukan entry data Kelengkapan berkas dan 5 Menit SPPKB dan Data terentry
sesuai jenis pemohon dan SPPKB. pengenaan pajak
menyerahkan berkas Lengkap progresif.
layanan kepada petugas
fiskal.
5 Mencetak Fiskal Antar Kelengkapan berkas dan 5 Menit Fiskal Antar Daerah. |Fiskal antar daerah
Daerah dan menyerahkan SPPKB. tercetak
kepada Kasi pendataan dan N
penetapan.
6 Membubuhkan paraf Tidak Setuju Kelengkapan berkas dan 2 Menit Fiskal Antar Daerah |Fiskal antar daerah
kemudian menyerahkan Fiskal Antar Daerah. yang sudah diparaf [diparaf
Fiskal Antar Daerah kepada oleh kasi pendataan
Kepala UPT apabila setuju, / \ . dan penetapan.
apabila tidak setuju Setuju
dikembalikan kepada \/
petugas fiskal.
7 Menandatangani Fiskal Tidak Setuju Kelengkapan berkas dan 2 Menit Fiskal Antar Daerah |Fiskal antar daerah

antar daerah apabila setuju,
apa bila tidak setuju
dikembalikan kepada kasi
pendataan dan penetapan.

Fiskal Antar Daerah.

yang sudah diparaf
oleh kasi pendataan
dan penetapan.

ditandatangani




Pelaksana

. Petugas
No. Kegiatan Pendaftafan dan Wajib Pajak Petugas Fiskal | Kepala Seksi | Kepala UPT Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pendataan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 Menyerahkan Fiskal Antar Kelengkapan berkas dan 2 Menit Surat Keterangan Wajib pajak
Daerah kepada Petugas Fiskal Antar Daerah. Fiskal Antar Daerah |menerima fiskal
Fiskal untuk di serahkan ( >= < antar daerah
Wajib Pajak dan di
Arsipkan.

KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003




A. SOP PENDAFTARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MUTASI KELUAR DENGAN TUNGGAKAN

LAMPIRAN
SK KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor SOP . 06/SOP-PND/BAPENDA/2022

Tanggal ;25 Juli 2022

Pembuatan

Tanggal Revisi : 08 Agustus 2022

Tanggal Efektif : 30 September 2022

Disahkan oleh : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003

Nama SOP : Pendaftaran dan Penetapan Pajak Kendaraan
Bermotor Keluar dengan Tunggakan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanSistem Administrasi Manunggal
Satu Atap Kendaraan Bermotor

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintan Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Banten Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur.

1.0Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah;
2.0Memiliki kemampuan menghitung pajak daerah untuk jenis pungutan
PKB dan BBNKB;

3.0Memiliki kemampuan mengolah data;

4.0Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;

5.0Memahami mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pembayaran

1. Kertas Kerja

2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer/Laptop
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pendaftaran dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Keluar dengan Tunggakan terlambat
dilakukan maka pembayaran pajak kendaraan bermotor akan tertunda

Disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana

. Petugas
No. Kegiatan Pendaftafan dan | Wajib Pajak | Petugas Fiskal Petugas Korektor Kepala Seksi | Kepala UPT | Petugas Kasir Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pendataan Penctapan
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Menyerahkan formulir a. Mengisi Formulir Permohonan; 5 Menit Tanda terima Berkas terpenuhi
SPPKB kepada Wajib Pajak. b. KTP/Surat Kuasa; penyerahan SPPKB
( } c. STNK;
d. Akte perubahan alamat (bagi
badan hukum);
e. Tanda bukti bayar PNBP ranmor
keluar wilayah;
f. Hasil cek fisik;
2 Menerima formulir SPPKB v Kelengkapan berkas yang 2 Menit Kelengkapan berkas |Berkas terpenuhi
yang sudah terisi dari Wajib lg:l dipersyaratkan dan SPPKB yang dan SPPKB.
Pajak beserta kelengkapan Iﬁ‘ telah di isi oleh Wajib Pajak.
berkas yang dipersyaratkan.
3 Memeriksa kelengkapan 3 Tidak|Lengkap Kelengkapan berkas dan SPPKB 3 Menit Kelengkapan berkas |Berkas terpenuhi
berkas, apabila tidak dan SPPKB.
lengkap dikembalikan ke
Wajib Pajak.
4 Melakukan entry data Lengkap Kelengkapan berkas dan SPPKB 5 Menit Kelengkapan dan Data terentry
sesuai jenis permohonan L SPPKB dan
dan menyerahkan berkas pengenaan pajak
layanan kepada petugas progresif.
fiskal untuk selanjutya
diserhkan ke petugas
penetapan.
5 Melakukan perhitungan dan Kelengkapan berkas dan SPPKB 5 Menit Nota Perhitungan NPPKB diterbitkan
penetapan besaran PKB dan PKB.
BBNKB, kemudian
membuatkan Nota
Perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor.
6 Menyerahkan Nota a. Kelengkapan Berkas dan SPPKB 2 Menit a. Kelengkapan NPPKB dikoreksi
Perhitungan Pajak b. Nota Perhitungan PKB berkas dan SPPKB.
Kendaraan Bermotor kepada b. Nota Perhitungan
petugas korektor. PKB
7 Menelaah dengan teliti, Tidak Setuju a. Kelengkapan Berkas dan SPPKB 2 Menit a. Kelengkapan NPPKB diparaf
mencocokan dan b. Nota Perhitungan PKB berkas dan SPPKB.
menghitung Nota b. Nota Perhitungan
Perhitungan Pajak X PKB
Kendaraan Bermotor apabila .
setuju membubuhkan paraf, Setuju
apabila tidak setuju
dikembalikan kepada
petugas penetapan.
8 Menyerahkan berkas yang a. Kelengkapan Berkas dan SPPKB 5 Menit Nota Perhitungan Kasir menerima

telah di teliti kepada petugas
kasir/ pembayaran.

b. Nota Perhitungan PKB

PKB yang telah
dibubuhkan paraf
petugas korektor.

NPPKB




Kegiatan

Pelaksa

Petugas
Pendaftaran dan
Pendataan

Wajib Pajak

Petugas Fiskal

Petugas
Penetapan

Korektor

Kepala Seksi

Kepala UPT

Petugas Kasir

Persyaratan/Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

—

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Mencetak SKPD dan
menerima pembayaran
pajak terhutang kemudian
menyerahkan berkas
layanan dan SKPD kepada
petugas Fiskal.

Kelengkapan berkas dan SPPKB.

3 Menit

SKPD

Petugas fiskal
menerima SKPD

10

Mencetak Surat Keterangan
Fiskal Antar Daerah
(SKFAD) dan
menyerahkannya kepada
Kepala Seksi Pendataan dan

Kelengkapan berkas dan SPPKB.

5 Menit

Fiskal Antar Daerah.

Fiskal tercetak

11

Membubuhkan paraf
kemudian menyerahkan
Fiskal Antar Daerah kepada
Kepala UPT apabila setuju,
apabila tidak setuju
dikembalikan kepada
petugas fiskal.

Tidak Setuju

Setuju

A

Kelengkapan berkas dan Fiskal
Antar Daerah.

2 Menit

Fiskal Antar Daerah
yang sudah
ditandatangani.

Fiskal diparaf

12

Menandatangani Fiskal
antar daerah apabila setuju,
apa bila tidak setuju
dikembalikan kepada kasi
pendataan dan penetapan.

Tidak

Setuju

Kelengkapan berkas dan Fiskal
Antar Daerah.

2 Menit

Kelengkapan berkas
dan Fiskal Antar
Daerah.

Fiskal
ditandatangani

13

Menyerahkan Fiskal Antar
Daerah kepada Petugas
Fiskal untuk di serahkan
Wajib Pajak dan di
Arsipkan.

Kelengkapan Berkas, SPPKB, dan
NPPKB

2 Menit

Surat Keterangan
Fiskal Antar Daerah

Wajib pajak
menerima fiskal

KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003




A. SOP PENDAFTARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RUBAH BENTUK

LAMPIRAN
SK KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor SOP . 07/SOP-PND/BAPENDA /2022

Tanggal : 25 Juli 2022

Pembuatan

Tanggal Revisi : 08 Agustus 2022

Tanggal Efektif : 30 September 2022

Disahkan oleh : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003

Nama SOP : Pendaftaran dan Penetapan Pajak Kendaraan
Bermotor Rubah Bentuk

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanSistem Administrasi Manunggal Satu
Atap Kendaraan Bermotor

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintan Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,;

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Banten Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur.

1.0Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah;
2.0Memiliki kemampuan menghitung pajak daerah untuk jenis pungutan
PKB dan BBNKB;

3.0Memiliki kemampuan mengolah data;

4.0Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;

S.0Memahami mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pembayaran

1. Kertas Kerja

2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer/Laptop
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pendaftaran dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk terlambat dilakukan maka
pembayaran pajak kendaraan bermotor akan tertunda

Disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pen dl::ftz;gjrj dan Waijib Pajak Pei?;ffzfan Petugas Petugas Petugas Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
. . Penetapan Korektor Kasir Kelengkapan
Pendataan Kepolisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |Menyerahkan formulir @ a. Formulir Permohonan; 5 Menit [Tanda terima penyerahan SPPKB |Berkas terpenuhi
SPPKB kepada Wajib Pajak b. Bukti identitas diri/surat
kuasa;
c. BPKB;
d. STNK;
e. Rekomendasi dari Unit
Regident;
f. Surat Keterangan dari Agen
atau Bengkel Umum Resmi;
g. Hasil Cek Fisik
2 [Menerima formulir SPPKB Kelengkapan berkas yang 2 Menit Berkas yang dipersyaratkan Berkas terpenuhi
yang sudah terisi dari Wajib dipersyaratkan dan SPPKB. lengkap dan SPPKB.
Pajak beserta kelengkapan
berkas yang dipersyaratkan.
Memeriksa kelengkapan Tidak Lengkap Kelengkapan berkas Yang 3 Menit |Berkas yang dipersyaratkan telah |Berkas terpenuhi
berkas, apabila tidak Y dipersyaratkan dan SPPKB. sesuai
lengkap dikembalikan ke
Wajib Pajak.
4 [Menyerahkan berkas Yang Lengkap Kelengkapan berkas Yang 3 Menit Berkas yang dipersyaratkan Berkas terpenuhi
dipersyaratkan kepada dipersyaratkan dan SPPKB. lengkap dan SPPKB
petugas pendaftaran
kepolisian.
5 |Melakukan entry data Kelengkapan berkas Yang 5 Menit [Berkas yang dipersyaratkan Data terentry
kemudian menyerahkan dipersyaratkan dan SPPKB. lengkap dan SPPKB telah di entry
kepada petugas penetapan
6 |Menerima berkas untuk Kelengkapan berkas yang 5 Menit Nota Perhitungan PKB NPPKB diterbitkan
melakukan pengecekan v dipersyaratkan dan SPPKB.
terhadap urutan
kepemilikan pajak progresif
dan menerbitkan Nota
Perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor
kemudian menyerahkan
berkas Yang dipersyaratkan
kepada petugas korektor.
7 |Menelaah dengan teliti, Tidak Setuju Kelengkapan berkas yang 5 Menit Nota Perhitungan PKB NPPKB diparaf
mencocokan dan dipersyaratkan dan SPPKB.
menghitung Nota
Perhitungan Pajak X
Kendaraan Bermotor apabila
setuju membubuhkan paraf, Setuj

apabila tidak setuju
dikembalikan kepada
petugas penetapan.

O




Pelaksana Mutu Baku
. Petugas Petugas
. . . P P P P
No Kegiatan Pendaftaran dan Wajib Pajak Pendaftaran etugas etugas etugas ersyaratan/ Waktu Output Keterangan
. . Penetapan Korektor Kasir Kelengkapan
Pendataan Kepolisian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 |Menyerahkan berkas yang a. Kelengkapan berkas yang 2 Menit |Berkas yang dipersyaratkan Kasir menerima

telah di teliti kepada petugas dipersyaratkan dan SPPKB. lengkap, SPPKB dan NPPKB NPPKB

kasir/ pembayaran. b. Nota Perhitungan PKB

KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003




A. SOP PENDAFTARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR STNK HILANG

LAMPIRAN
SK KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor SOP : 08/SOP-PND/BAPENDA /2022

Tanggal : 25 Juli 2022

Pembuatan

Tanggal Revisi : 08 Agustus 2022

Tanggal Efektif : 30 September 2022

Disahkan oleh : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003

Nama SOP : Pendaftaran dan Penetapan Pajak Kendaraan
Bermotor STNK Hilang

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanSistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan
Bermotor

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintan
Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

1.0Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah;
2.0Memiliki kemampuan menghitung pajak daerah untuk jenis pungutan
PKB dan BBNKB;

3.0Memiliki kemampuan mengolah data;

4.0Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;

S.0Memahami mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pembayaran

1. Kertas Kerja

2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer/Laptop
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pendaftaran dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor STNK Hilang terlambat dilakukan maka pembayaran pajak
kendaraan bermotor akan tertunda

Disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana

Mutu Baku

No. Kegiatan Pet;fjspzzz(;i;ian Wajib Pajak Pet;lagr’:\sli e;)cll?sfi?;an Petugas Penetapan IE;;:E?; Petugas Kasir Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |Menyerahkan formulir C} a. Mengisi Formulir Permohonan; 5 Menit Tanda terima Berkas terpenuhi
SPPKB kepada Wajib Pajak. b. Identitas Wajib Pajak/Surat Kuasa; penyerahan SPPKB
c.BPKB;
d. Surat Pernyataan STNK Hilang Tidak
Terkait Tindak Pidana/ Perdata;
e. Tanda Bukti Laporan Polri;
f. Hasil Cek Fisik
2 |Menerima formulir SPPKB Kelengkapan berkas yang 2 Menit Berkas lengkap dan |Berkas terpenuhi
yang sudah terisi dari Wajib dipersyaratkan dan SPPKB yang telah di SPPKB
Pajak beserta kelengkapan isi oleh Wajib Pajak.
berkas yang dipersyaratkan.
Memeriksa kelengkapan Y Tidak Lengkap Kelengkapan berkas yang 5 Menit Berkas yang Berkas terpenuhi
berkas, apabila tidak dipersyaratkan dan SPPKB. dipersyaratkan telah
lengkap dikembalikan ke lengkap (sesuai).
Wajib Pajak.
4 |Menyerahkan berkas Yang Kelengkapan berkas yang 3 Menit Berkas yang Berkas terpenuhi
dipersyaratkan kepada dipersyaratkan dan SPPKB. dipersyaratkan,
petugas pendaftaran Lengkap SPPKB dan
kepolisian. pengenaan pajak
progresif.
5 |Melakukan entry data Kelengkapan berkas yang 5 Menit Nota Perhitungan Data terentry
kemudian menyerahkan dipersyaratkan dan SPPKB. PKB
kepada petugas penetapan
6 |Menerima berkas untuk Berkas Yang dipersyaratkan Nota 5 Menit Nota Perhitungan NPPKB diterbitkan
melakukan pengecekan Perhitungan PKB. PKB.
terhadap urutan
kepemilikan pajak progresif
dan menerbitkan Nota
Perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor
kemudian menyerahkan
berkas yang dipersyaratkan
kepada petugas korektor.
7 |Menelaah dengan teliti, Tidak Setuju v Berkas Yang dipersyaratkan Nota 5 Menit Nota Perhitungan NPPKB diparaf
mencocokan dan Perhitungan PKB. PKB.
menghitung Nota
Perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor apabila
Setuju

setuju membubuhkan paraf,
apabila tidak setuju
dikembalikan kepada
petugas penetapan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas Pendaftaran .. . Petugas Pendaftaran Petugas . Keterangan
dan Pendataan Wajib Pajak dan Kepolisian Petugas Penetapan Korektor Petugas Kasir Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 |Menyerahkan Nota a. Kelengkapan berkas dan SPPKB. 2 Menit Kelengkapan berkas, [Kasir menerima

Perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor
kepada petugas kasir/
pembayaran.

b. Nota Perhitungan PKB

SPPKB & NPPKB

NPPKB

KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI BANTEN

OPAR SOHARI

NIP. 19630304 199102 1 003




A. SOP PENDAFTARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR LELANG DINAS MILIK NEGARA

LAMPIRAN
SK KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor SOP : 09/SOP-PND/BAPENDA /2022

Tanggal : 25 Juli 2022

Pembuatan

Tanggal Revisi . 08 Agustus 2022

Tanggal Efektif : 30 September 2022

Disahkan oleh : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003

Nama SOP : Pendaftaran dan Penetapan Pajak Kendaraan
Bermotor Lelang Milik Negara

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang 6 Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanSistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan
Bermotor

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintan
Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

1. Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah;

2. Memiliki kemampuan menghitung pajak daerah untuk jenis pungutan
PKB dan BBNKB;

3. Memiliki kemampuan mengolah data;

4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;

5. Memahami mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pembayaran

1. Kertas Kerja

2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer/Laptop
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pendaftaran dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Lelang Milik Negara terlambat dilakukan maka pembayaran
pajak kendaraan bermotor akan tertunda

Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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